
 

 

 

WALIKOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA JAMBI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan 

penyederhanaan organisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota 

Jambi, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, bahwa kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat 

Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah. 

SALINAN 
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Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke 

Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). 

   

 

Menetapkan 

 

: 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Jambi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota 

Jambi. 

7. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli 

adalah unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis 

kepada Walikota sesuai dengan keahliannya. 

8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Jambi. 

9. Bagian adalah Unit Organisasi yang ada di dalam 

lingkungan Sekretariat Daerah. 
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10. Kepala Bagian adalah Pimpinan Unit Organisasi pada 

Sekretariat Daerah. 

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada 

Sekretariat Daerah Kota Jambi. 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat 

mandiri. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional 

pada Sekretariat Daerah Kota Jambi. 

14. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda 

yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 

pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam 

suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan 

perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 

instansi. 

 

  BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai pelaksana 

urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Walikota. 

(3) Asisten, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Daerah. 

(4) Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Asisten yang bersangkutan. 
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(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi, dipimpin 

oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pada masing-

masing pengelompokan uraian fungsi. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahi : 

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Sub Bagian 

Administrasi Kewilayahan; 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

3. Bagian Hukum;dan 

4. Bagian Kerjasama. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi 

Pembangunan. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 

1. Bagian Umum, membawahi Sub Bagian Tata Usaha 

Pimpinan, Staf ahli dan Kepegawaian; 

2. Bagian Organisasi; 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 

membawahi Sub Bagian Protokol; 

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini 
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  BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretaris Daerah 

Pasal 4 

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada Instansi Daerah; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 5 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

Bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, 

Hukum dan Kerjasama serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata 

pemerintahan, hukum dan kerja sama; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang kesejahteraan rakyat; 
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c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan 

rakyat dan kerja sama; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan 

rakyat, hukum dan kerja sama; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Pemerintahan 

Pasal 6 

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan urusan di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan dan otonomi daerah serta melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

(2) Bagian tata pemerintahan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan dan otonomi daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi 

daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 1 

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan 

Pasal 7 

Sub bagian administrasi kewilayahan mempunyai tugas 

membantu kepala bagian tata pemerintahan dalam urusan  

administrasi kewilayahan, dengan rincian tugas sebagai 

berikut : 

a. menyusun rencana kerja sub bagian administrasi 

kewilayahan; 

b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, 

penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah 

kecamatan dan/atau kelurahan; 

c. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, 

kecamatan, kelurahan serta nama lain dan/atau 

pemindahan ibukota kecamatan; 

d. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 

e. menyiapkan bahan penetapan kode dan data 

kewilayahan; 

f. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis bidang 

pertanahan; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keempat 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 8 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah melalui asisten 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam 

melaksanakan urusan di bidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(2) Bagian kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan 

bagian kesejahteraan rakyat; 

b. penyiapan bahan pengooordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial 

dan kesejahteraan masyarakat; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kelima 

Bagian Hukum 

Pasal 9 

(1) Bagian hukum mempunyai tugas membantu sekretaris 

daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan 

rakyat dalam melaksanakan urusan di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 

dokumentasi dan informasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, 

bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang perundang-undangan, 

bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 

hukum serta dokumentasi dan informasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keenam 

Bagian Kerjasama 

Pasal 10 

(1) Bagian kerja sama mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah melalui asisten pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan urusan di 

bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja 

sama luar negeri dan evaluasi kerja sama serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian kerjasama dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja 

sama luar negeri dan evaluasi kerja sama; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja sama dalam 

negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi 

kerja sama; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang fasilitasi kerja sama dalam 

negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi 

kerja sama; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerja 

sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan 

evaluasi kerja sama; 
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e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi 

di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi 

kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Ketujuh 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 11 

(1) Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam bidang 

perekonomian, sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang/jasa, serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Asisten perekonomian dan pembangunan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang perekonomian, sumber daya alam dan 

administrasi pembangunan; 

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan 

barang/jasa; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 

administrasi pembangunan dan pengadaan 

barang/jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedelapan 

Bagaian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 12 

(1) Bagian perekonomian dan sumber daya alam mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah melalui asisten 

perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan 

urusan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, 

pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya 

alam, perekonomian serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian perekonomian dan sumber daya alam dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Penyiapan bahan dan data perumusan 

kebijakan dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, 

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan 

Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan dibidang Pembinaan BUMD dan 

BLUD, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

Kecil dan Pengendalian Distribusi Perekonomian dan 

SDA; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyiapan bahan 

penataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, 

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan 

Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang 

Pembinaan BUMD dan BLUD, Perencanaan dan 

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Pengendalian 

Distribusi Perekonomian dan SDA; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kesembilan 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan 

Administrasi Pembangunan 

Pasal 13 

(1) Bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi 

pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

dalam melaksanakan urusan di bidang pengelolaan 

pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi 

pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bagian 

pengadaan barang/jasa dan administrasi 

pembangunan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dan 

administrasi pembangunan, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang/jasa; 

c. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan 

barang/jasa dan administrasi pembangunan, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan 

barang/jasa dan administrasi pembangunan, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 
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e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan 

pengadaan barang/jasa dan administrasi 

pembangunan, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 

barang/jasa; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kesepuluh 

Asisten Administrasi Umum 

Pasal 14 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam bidang umum, organisasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan 

dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan 

komunikasi pimpinan serta perencanaan dan 

keuangan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

di bidang organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 

pimpinan serta perencanaan dan keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 

komunikasi pimpinan serta perencanaan dan 

keuangan; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan 

aparatur sipil negara; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kesebelas 

Bagian Umum 

Pasal 15 

(1) Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam 

melaksanakan urusan di bidang tata usaha pimpinan, 

staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 1 

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan 

Kepegawaian 

Pasal 16 

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 

mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam 

urusan tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, 

dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha pimpinan, 

staf ahli dan kepegawaian; 

b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran 

yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, 

kepegawaian dan rapat-rapat dinas; 

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan 

rapat-rapat dinas; 
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d. melaksanakan pengelolaan kearsipan; 

e. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Staf 

Ahli Walikota; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keduabelas 

Bagian Organisasi 

Pasal 17 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum 

dalam melaksanakan urusan di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta 

kinerja dan reformasi birokrasi serta melaksanakan tugas 

lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

(2) Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 

dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

b. pelaksanaan bahan koordinasi perumusan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi 

birokrasi; 

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 

kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan 

dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 

serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta 

sumber daya dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, 

analisis jabatan, pelayanan publik dan peningkatan 

kinerja organisasi; dan 
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Ketigabelas 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 18 

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten 

Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi 

pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi 

pimpinan; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat Daerah di bidang protokol komunikasi 

pimpinan dan dokumentasi pimpinan; 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, 

komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan; dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 1 

Sub Bagian Protokol 

Pasal 19 

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas membantu kepala 

bagian protokol dan komunikasi pimpinan dalam urusan 

protokoler, dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja dan kegiatan subbagian 

Protokol; 

b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan acara, 

penyelenggaraan upacara dan rapat-rapat serta fasilitasi 

penerimaan tamu negara dan perwakilan negara sahabat; 
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c. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka 

penyambutan tamu pemerintah daerah; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi 

keprotokolan; 

e. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

f. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah 

Daerah; 

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keempatbelas 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 20 

(1) Bagian Perencanaan Dan Keuangan mempunyai tugas 

membantu sekretaris daerah melalui asisten administrasi 

umum dalam melaksanakan urusan di bidang 

perencanaan, keuangan dan pelaporan serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Bagian Perencanaan Dan Keuangan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang 

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 

b. pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan 

rencana anggaran belanja dan rencana perubahan 

anggaran belanja; 

c. penyusunan pedoman dan pengendalian 

penatausahaan keuangan; 

d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan realisasi 

anggaran belanja sekretariat daerah; 

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan; dan 
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kelimabelas 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 21 

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan 

fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 22 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21, mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban 

kerja. 

(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

jabatan fungsional masing-masing. 

 

Pasal 23 

(1) Pejabat fungsional yang menjadi Sub koordinator 

merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau 

bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi. 

(2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola 

kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing. 
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(3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat 

Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang 

berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub 

koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

ditetapkan oleh Keputusan Walikota. 

 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 24 

(1) Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan 

seluruh kegiatan Sekretariat Daerah. 

(2) Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, 

bimbingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada 

di lingkungan sekretariat daerah. 

(3) Asisten berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas para 

kepala bagian, kepala sub bagian, sub koordinator dan 

pelaksana yang berada di bawah lingkup kerjanya. 

(4) Kepala Bagian berkewajiban memberikan petunjuk, 

bimbingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas para kepala sub bagian, sub koordinator dan 

pelaksana yang berada di bawah lingkup kerjanya. 

(5) Kepala sub bagian dan sub koordinator bertanggung 

jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada 

bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas 

menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai 

dengan tata kerja. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Rincian 

Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 61) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 26 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Jambi. 

 

 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 31 Desember   2021 

   WALIKOTA JAMBI 

dto. 

SYARIF FASHA 
 

 

Diundangkan di Jambi  

pada tanggal  31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI 

 dto. 

A. RIDWAN 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 40 

 

 

  



SAHLI WALIKOTA BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
SAHLI WALIKOTA BID. EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SAHLI WALIKOTA BID. KEMASYARAKATAN DAN SDM

SYARIF FASHA

   Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
   Sekretariat Daerah

SUB KOORDINATOR
KOMUNIKASI

PIMPINAN DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA

DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
BANTUAN HUKUM
DAN KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA DAN

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
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KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
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DAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN PENGADAAN

BARANG/JASA DAN
ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

WALIKOTA JAMBI

BAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN TATA
USAHA PIMPINAN,

STAF AHLI DAN
KEPEGAWAIAN

SUB KOORDINATOR
RUMAH TANGGA DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PROTOKOL

SUB
KOORDINATOR
PERLENGKAPAN
DAN KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

BAGIAN
TATA

PEMERINTAHAN

BAGIAN
ORGANISASI

BAGIAN
PEREKONOMIAN

BAGIAN
PEREKONOMIAN

DAN SUMBER
DAYA ALAM

       LAMPIRAN  :
Nomor    :  40  Tahun 2021
Tanggal  :   31 Desember 2021
Tentang  :  Kedudukan, susunan Organisasi,

SUB KOORDINATOR
EVALUASI

KERJASAMA DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
DOKUMENTASI DAN

INFORMASI DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
PEMBINAAN BUMD

DAN BLUD DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
FASILITASI

KERJASAMA DALAM
NEGERI DAN

KELOMPOK JABATAN
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SUB
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SPIRITUAL DAN
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JABATAN
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KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN

PENGAWASAN EKONOMI
MIKRO KECIL DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
HUKUM

BAGIAN
KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BAGIAN
KERJASAMA

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

SUB KOORDINATOR
KELEMBAGAAN DAN
ANALISIS JABATAN

DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
OTONOMI DAERAH
DAN KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
PEREKONOMIAN

SUB KOORDINATOR
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KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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WALIKOTA

SUB
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PELAPORAN DAN
KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL
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BARANG DAN JASA DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
PEREKONOMIAN

dto.

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN

SUB KOORDINATOR
PERUNDANG-

UNDANGAN DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
KINERJA DAN

REFORMASI DAN
KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA

SEKRETARIS
DAERAH

SUB KOORDINATOR
DOKUMENTASI
PIMPINAN DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN
RAKYAT

ASISTEN
PEREKONOMIAN

DAN
PEMBANGUNAN

SUB
KOORDINATOR
PERENCANAAN

DAN KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
PROTOKOL DAN

KOMUNIKASI
PIMPINAN

ASISTEN
ADMINISTRASI

UMUM

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN LAYANAN

PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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